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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan Pres!dcn
dalam membentuk Umit Kerja Presiden dan hubungan Unit Kerja Presiden
hagwmana akibat hukum dan proses dari proses yuridis tersebut. Dengan lembaga
lam

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum
primer terdin dan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau
risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan
pengadilan. Sedangkan sumber bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang
hukum vang bukan merupakan catatan resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-
buku teks. kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah hukum, dan komentar-
' komentar terkait penelitian ini. Bahan yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif,
. schingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang substansi materi yang akan
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] “supreme konstitusi” dan palmn “demokrasi,”
demokrasi konsitusional.” Jadi setiap kebijakan
peraturan perundang-undangan atau kebijakan politik
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Setclah melakukan penclitian hukum dengan metode-metode dan nalisis
hkum sebagaimana dikemukakan distas, maka dupat ditrik Resompuln scbags
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